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K/L Pendukung: GTN BHAM
	

	
	
	2. Panduan Aplikasi Penilaian Risiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia (PRISMA)

	Kemenkumham


	

	
	
	3. Panduan untuk monitoring untuk aktivitas Bisnis dan HAM:
a. Monitoring dan dan remediasi pekerja anak di tingkat desa (panduan CLMRS)

	
Kemenaker, KPPPA (Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak) dan K/L terkait
	

	
	
	b. Dan sektor lain yang diperlukan
	
	

	[bookmark: _heading=h.pvco23tifo0t]2.
	[bookmark: _heading=h.gm4pnd2o42u7]Peningkatan kapasitas untuk Kementerian/Lembaga;
	1. [bookmark: _heading=h.k6mjw51syj4y]Sosialisasi dan pelatihan UNGPs Bisnis dan HAM dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait
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	2. Sosialisasi dan pelatihan  PRISMA
	Kemenkumham
	

	[bookmark: _heading=h.8fdp50yiagcm]3.
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· Butuh keterlibatan GTN (non pemerintah) 
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	2. Bimtek PRISMA

	Kemenkumham

	

	
	
	3. RTL Hasil Pengisian PRISMA (Rekomendasi bagi pelaku usaha)
	Kemenkumham

	

	
	
	4. Bimtek terkait dengan Sistem dan sertifikasi HAM pada usaha perikanan
	KKP

	Pelibatan seluruh Kemenko dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat koordinasi (saat ini telah terlibat Kemenko polhukam dan Kemenko Ekonomi)

	
	
	5. Bimtek untuk:
a. Pelaku usaha Perempuan 

	
KPPPA (Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat)
(Kemenkumham dibantu GTN BHAM)
	Sosialisasi yang sudah berjalan, seperti sosialisasi perlindungan pekerja perempuan. Penjelasan mengenai Konvensi ILO

	
	
	a. Level manajerial perusahaan
	(Kemenkumham dibantu GTN BHAM)
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	2. Sosialisasi dan pelatihan  PRISMA

	Kemenkumham
	

	
	
	3. Sosialisasi dan pelatihan terkait mekanisme penanganan  Bisnis dan HAM
	GTN
	

	
	
	4. Sosialisasi Terkait Penghapusan Pekerja Anak

	Kemenaker, KPPPA (Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak)
	

	
	
	5. Bersinergi dengan forum PUSPA (Partisipasi Publik untuk kesesejahteraan Perempuan dan Anak) untuk memberikan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat

	KPPPA (Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat)

	

	
	
	6. Pelatihan (pekerja anak) fasilitator desa dalam pelaksanaan desa ramah perempuan dan peduli anak
	KPPPA (Deputi Perlindungan Khusus Anak)
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STRATEGI II: Pengembangan Regulasi atau Kebijakan yang Mendukung Penghormatan HAM

	TAHUN 2023
	AKSI
	SUB-AKSI
	PENANGGUNGJAWAB
	MASUKAN

	1.
	Memetakan peraturan perundang-undangan beserta dengan peraturan turunannya yang memiliki relevansi dengan bisnis dan HAM;
	1. Menyempurnakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun XXX Tentang Sertifikasi HAM di Industri Perikanan (tahun penyelesaian akan membutuhkan koordinasi lebih lanjut) 
	KKP
	

	
	
	2. Melakukan pemetaan dan pengumpulan data mengenai regulasi dan peraturan turunan pada masing-masing K/L yang terkait dengan Bisnis dan HAM
	GTN
	

	
	
	3. Memetakan peraturan berdasarkan jangka waktu dan level. Dapat pula dimuat di dalam e-dashboard dan JDIH.
	Bappenas
GTN
	

	
	
	4. Memetakan Perda diskriminasi khususnya diskriminasi gender. 
	KPPA
GTN
	

	
	
	5. Memetakan PUU terkait BHR sesuai dengan tingkatan.
	Sekretariat Kabinet
GTN
	

	2.
	Menyusun suatu pedoman atau kebijakan praktis untuk mendorong penghormatan HAM dalam dunia usaha
	1. Terdapat Izin Operasi dan Mobilitas Kegiatan Industri yang merupakan kebijakan dari Kemenperin 

	Kemenperin
	

	
	
	2. Menentukan kriteria dan alat ukur dalam pedomannya (Masukan Bappenas) 
	Bappenas
	

	
	
	3. Kemudahan berusaha bagi disabilitas/pemberdayaan disabilitas, pengadaan database ataupun adanya penganggaran bagi disabilitas. (Masukan Bappenas) 
	Bappenas
	

	
	
	4. Membuat/menyusun Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Parameter Kesetaraan Gender
	KPPPA
	

	
	
	5. Menyusun pedoman mengenai akses kesehatan bernama Gerakan Pekerja Perempuan Sehat dan Produktif.
	Kemenkes, kemenaker,
KPPPA
	

	3.
	Melakukan harmonisasi mengenai peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang dapat menghambat pelaku usaha untuk melakukan penghormatan HAM dalam dunia usaha
	
	
	

	4.
	Pelaku usaha perlu untuk mengimplementasikan semua standar nasional dan internasional mengenai bisnis dan HAM ke dalam kebijakan/peraturan internal perusahaan
	
	
	· Pelaku usaha perlu untuk mematuhi seluruh peraturan bisnis dan HAM nasional yang berlaku di Indonesia
· Perusahaan didorong untuk berkomitmen dalam penghormatan HAM di peraturan internal

	5.
	Negara perlu memperhatikan kewajiban HAM negara ketika bekerja sama dengan pihak lain dan/atau menandantangani perjanjian bilateral dan/atau multilateral, melakukan koordinasi dengan semua Kementerian/Lembaga
	
	
	



Strategi III: Menjamin Pemulihan dan Akses terhadap Keadilan bagi Korban Pelanggaran HAM dalam 
                    Dunia Bisnis

	TAHUN 2024
	AKSI
	SUB AKSI
	[bookmark: _heading=h.hsdi5puqt1by]PENANGGUNGJAWAB
	MASUKAN

	1.
	Mendorong Pelaku Usaha untuk memasukan mekanisme pengaduan dalam peraturan internal perusahaan termasuk rantai pasoknya.
	1. Panduan Bagi Pelaku Usaha terkait mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran HAM pada kegiatan/aktivitas Bisnis 

	GTN



	· Penggunaan dukungan teknologi (publikasi secara massif)
· Mekanisme pengaduan internal perusahaan (bekerja sama dengan lembaga terkait)


	
	
	2. Sosialisasi terkait mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran HAM pada kegiatan/aktivitas Bisnis 

	Kemenaker, KKP, Kemenkumham, Kementan, Kemendag, Kemenperin, K/L terkait
	

	
	
	3. Membentuk satu wadah untuk menampung pengaduan-pengaduan pekerja.

	Kemenaker, KKP, Kemenkumham,
	

	
	
	4. Media pengaduan wadah pengaduan pekerja bisa menyampaikan pengaduan ke aplikasi LAPOR Kemenaker, www.lapor.go.id 

	Kemenaker
	

	
	
	5. Pemberdayaan serikat buruh
	Kemenaker
	

	2.
	Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme pengaduan terutama bagi kelompok rentan
	1. Sosialisasi yang masif bagi pegawai-pegawai yang bekerja di berbagai sektor.

	Kemenaker, KKP, Kementan, Kemendag, Kemenperin, KemenBUMN, KLHK,
	

	
	
	2. Melakukan sosialisasi/pemahaman, untuk memberikan pengetahuan kepada pekerja-pekerja mengenai wadah-wadah yang menerima pengaduan mereka.
	Kemenaker, KKP, KemenBUMN, KLHK,

	

	
	
	3. Harus ada fasilitator untuk memberdayakan/mengikutsertakan Serikat Pekerja yang ada di lapangan/eksis di masing-masing sektor tersebut, mengajak mereka untuk sama-sama memikirkan isu, keluhan-keluhan yang dirasakan oleh para pekerja
	Kemenaker, KKP, KemenBUMN, KLHK,

	

	
	
	4. Dialog sosial antar pekerja, perusahan, dan pemerintah agar antar pihak bisa bersinergi dalam permasalahan tenaga kerja yang dihadapi, dengan cara pemberdayaan serikat pekerja-serikat pekerja yang ada
	Kemenaker
	

	
	
	5. Sosialisasi dan pelatihan terkait mekanisme penanganan  Bisnis dan HAM
	
	

	
	
	6. Pembentukan Forum Koordinasi:

a. Pencegahan dan Pemenuhan Hak Anak yang Bekerja di Pusat dan Daerah (termasuk pekerja anak)

	

KPPPA (Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak)

	

	
	
	b. …

	
	

	
	
	7. Permenkumham tentang Yankomas tentang penanganan dugaan pelanggaran HAM
	
	

	
	
	8. Lembaga Terpadu Satu Atap (LTSA) khusus tenaga kerja migran
	Kemenaker
	

	3.
	Memperkuat akses keadilan melalui penguatan bantuan hukum untuk korban dugaan pelanggaran HAM
	1. Memberikan pendampingan dalam rangka memperkuat bantuan hukum

	Kemenkumham, Kemenaker, KKP, Kemenperin, KemenBUMN, Kemendag, Pemda
	

	

	
	2. Pendamping yang khusus mendampingi pekerja, buruh

	Kemenkumham, Kemenaker, KKP, Kemenperin, KemenBUMN, Kemendag, Pemda
	

	
	
	3. Pemetaan OBH

	
	

	
	
	4. Peraturan daerah terkait bantuan hukum
	Kemenkumham, Kemenaker, KKP, Kemenperin, KemenBUMN, Kemendag, Pemda
	

	
	
	5. Jumlah korban pelanggaran HAM sektor bisnis yang mendapat bantuan hukum

	
	

	
	
	6. Adanya jaminan pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM sektor bisnis
	
	

	4.
	Menguatkan mekanisme non-judisial berbasis Negara dalam rangka memberikan akses pemulihan terhadap korban dugaan pelanggaran HAM dalam dunia bisnis
	1. Kebijakan tentang mekanisme kalkulasi/perhitungan ganti kerugian dari perusahaan kepada korban dugaan pelanggaran HAM sektor bisnis. 
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